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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Intellectual Property Rights (IPR) merupakan hak yang melekat pada suatu
produk/barang hasil karya manusia yang harus dilindungi oleh hukum. Perlindungan
ini sangat penting, mengingat di samping biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh
penemu tidak sedikit, juga untuk mendorong gairah inovasi orang-orang kreatif.!

Menurut kepustakaan hukum Anglo-Saxon ada dikenal sebutan Intellektual
Property Rights. Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
menjadi “Hak Milik Intelektual”, yang sebenarnya lebih tepat kalau diterjemahkan
menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata “hak milik”
sebenamya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum.?

Kata “hak milik” (baca juga: hak atas kekayaan) atau property yang
digunakan dalam istilah tersebut sungguh menyesatkan, kata Mrs. Noor Mout-
Bouwman. Karena kata harta benda property mengisyaratkan adanya suatu benda
nyata. Padahal Hak Atas Kekayaan Intelektual itu tidak ada sama sekali menampilkan

benda nyata. Ja bukanlah benda materil. Ia merupakan hasil kegiatan berdaya cipta

pikiran manusia

‘ .
Taryana Soenandar. Perlindungan Hak Mllik Intelektual di Negara-neeara ASEAN.
Sinar Grafika. 1996. Him. 1. g gara . Jakarta.

2 H. OK. Saidin. Aspek Hukum Hak Kekeayaan Intelektual..Jakarta. RajaGrafindo Persada
2004. Him. 11. '



yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun
immaterial. Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi akan tetapi daya cipta itu
sendiri. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu
pengetahuan atau paduan ketiga-ti g::mya.3

Keterangan hal ini sedikit dapat memberikan kejelasan terhadap upaya
penelusuran mengenai asal usul kata “intelektual” yang dilekatkan pada kata hak
milik. Dengan uraian diatas, semakin jelaslah kepada kita, asal-usul kata intellectual
property rights itu.

Sama halnya dengan hak cipta dan paten serta hak atas kekayaan intelektual
linnya maka hak merek juga merupakan bagian dari hak atas intelektual. Selain dari
alasan yang telah disebutkan pada bagian awal tulisan ini, maka khusus mengenai hak
merek secara eksplisit disebut sebagai benda immaterial dalam konsiderans Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek bagian menimbang butir a, yang
berbunyi:

Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi
internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat
penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.*

Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional yang

diwujudkan dalam Undang-undang Merek yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 1961

3 Ibid. Him. 12.

* Republik Indonesia. Lembaran Negara Tahun 2001 No. 11

0. Undang-Undang No. 15 T
2001. Tentang Merek. Jakarta. 1 Agustus 2001. & g ahun



Tentang Merek Perusahaan dan Merek Pemiagaan yang kemudian diubah menjadi
Undang-undang No. 19 Tahun 1992 kemudian diubah kembali menjadi Undang—
undang No. 14 tahun 1997 dan terakhir diubah menjadi Undang—undang No. 15
Tahun 2001.

Dasar hukum pembentukan Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang
Merek adalah Undang—undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33,
serta Undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement
Eshtablishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia).’

Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk,
tetapi ia bukan produk itu sendiri. Seringkali setelah barang dibeli, mereknya tak
dapat dinikmati oleh si pembeli. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja
bagi pembeli. Benda materilnyalah yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri ternyata
hanya benda immateril yang tak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang
membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immateril.

Undang-Undang Merek 2001 tidak menyebutkan bahwa merek merupakan
salah satu wujud dari karya intelektual. Sebuah karya yang didasarkan kepada olah
piker manusia, yang kemudian terjelma dalam bentuk benda immateril.

Suatu hal yang perlu dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek

dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa, kelahiran hak atas merek

* Ahmadi Mirw. Hukum Merek. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2005. Him. 5.



itu diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya,
misalnya hak cipta.

Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desainvlogo, atau desain huruf. Ada
hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu, dalam hak merek bukan hak cipta dalam
bidang seni itu yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri, sebagai tanda pembeda.

Jadi ada. sesuatu yang tak terlihat dalam hak merek itu. Itulah hak kekayaan
immateril (tidak berwujud) yang selanjutnya dapat berupa hak atas intelektual. Dalam
kerangka ini hak merek termasuk pada kategori hak atas kekayaan perindustrian
(Indutriele Eigendom) atau Industrial Property Rights.6

Aspek hukum pidana yang terkandung dalam Undang-undang No. 15 Tahun
2001, terwujud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 yang intinya melarang
perbuatan menggunakan merek tanpa hak, baik itu sama pada keseluruhan maupun
pada pokoknya dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun,
sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pengaturan
pemalsuan merek ini diatur dalam Buku II tentang Kejahatan Bab XI Pasal 256 yang
intinya melarang perbuatan membubuhi merek secara palsu dengan maksud untuk
untuk dipakai seolah-olah seperti asli dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara
paling lama tiga tahun.

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang yang mau atau tidak harus

menerima imbas dari efek perdagangan global, salah satu permasalahan yang kerap

S H. OK. Saidin. OpCir. Him. 331.



kita temui adalah masalah merek terutama pemalsuan merek yang terjadi di berbagai
daerah di Indonesia, sebagai salah satu contohnya adalah kasus pemalsuan merek
jamu tradisional Akar 18, Jamu Flu Tulang, dan Cikungunya yang terjadi di
Purwokerto, Jawa Tengah, dimana dua orang yang telah ditetapkan sebagai pelaku -
yaitu Ny Sri (55) dan Natam (39) telah memproduksi dan mengedarkan jamu
bermerek palsu di wilayah tersebut. Adapun jamu yang dipalsu ini merupakan hasil
palsuan jamu dengan merek yang sama asli diproduksi oleh produsennya di
Banyumas dan Cilacap.” Dalam hal ini menurut penulis pihak yang dirugikan bukan
hanya produsen sebagai pembuat dan pemegang asli merek yang telah didaftarkan
tersebut, akan tetapi pembeli sebagai konsumen turut dirugikan mengingat hal ini
dapat membahayakan kesehatan apabila formula atau ramuan jamu tersebut tidak
sesuai dengan ketentuan.

Demikian pula seperti halnya kasus pemalsuan suku cadang sepeda motor
Honda bermerek Aspira dan Honda yang terjadi di daerah Jakarta Utara, PT Astra
Komponen Indonesia dan Honda Motor and Co Ltd bertekad untuk memberantas para
pemalsu suku cadang sepeda motor Honda yang selama ini telah banyak merugikan
masyarakat maupun pihak pemerintah.® Menurut Suhardi Soemoljono, SH, pengacara
kedua perusahaan bertekad untuk memberantas antara lain dengan membawa pelaku

kasus pemalsuan suku cadang motor Honda ini Cum Weng (27) dan Anthoni (27) ke

7 www.koran-tempo.co.id. Diakses pada tanggal 11 Januari 2008.
® www.google.co.id. Harian Pelita. Diakses pada tanggal 11 Januari 2008.
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pengadilan Jakarta Utara. Dalam prosesnya kedua pelaku ini diperiksa hakim
pengadilan negeri Jakarta Utara serta didakwa melanggar pasal 90 dan pasal 94 ayat
(1) UU No 15/2001 tentang merek.”

Menurut Ketua Perhimpunan Masyarakat Hak Kekayaan Intelektual
Indonesia, Gunawan Suryomurcito, perbedaan persepsi membuat kasus pemalsuan
merek masih terus terjadi, para praktisi hukum yang khusus menangani kasus-kasus
pemalsuan merek sering dihadapkan pada kenyataan bahwa proses penegakan hukum
tidak tuntas sehingga hasil akhirnya tidak memuaskan jika ini terus terjadi maka
investor akan enggan menanamkan modal di Indonesia.'®

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, penulis mengangkat masalah
Pelanggaran terhadap Undang-undang Merek ini kedalam sebuah skripsi yang

berjudul “Tindak Pidana Pemalsuan Merek menurut Undang-undang Nomor 15

Tahun 2001 tentang Merek dan Upaya Penanggulangannya”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, Penulis mencoba menganalisis permasalahan

pokok yang berhubungan dengan judul skripsi. Adapun permasalahan yang akan

diangkat adalah:

® Ibid
1 opcCit.



1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Berdasarkan Hukum
Positif?

2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Merek?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
1. Tujuan Penelitian ini adalah :

a. Untuk menjelaskan bagaimana pengaturan terhadap Tindak Pidana
Pemalsuan Merek berdasarkan Hukum Positif.

b. Untuk menjelaskan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk
menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Merek.

2. Manfaat Penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis, yaitu untuk mengetahui secara objektif tentang
kenyataan yang ada mengenai pengaturan terhadap Tindak Pidana
Pemalsuan Merek berdasarkan Hukum Positif.

b. Manfaat Praktis, yaitu untuk memberikan pengetahuan, informasi, dan

masukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian terhadap

Tindak Pidana Pemalsuan Merek.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh tentang

pembahasan skripsi ini serta menghindari pembahasan agar tidak menyimpang




dengan permasalahan, maka Penulis perlu memberikan pembatasan ruang lingkup,

yaitu mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Merek dan Upaya penanggulangannya..

E. Metodel'ogi Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian
yuridis normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari
teori-teori, konsep-konsep dan peraturan perundang-undangan serta bahan
kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini .
2. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
- Data Sekunder, yaitu data dan pokok yang diperoleh dari bahan-bahan
pustaka, seperti literatur-literatur, tulisan-tulisan dan hasil penelitian dari
kalangan hukum.
- Data Primer, yaitu data penunjang yang diperoleh dari lapangan melalui suatu
penelitian.
b. Sumber Data

1) Data Sekunder

- Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu: KUHP,

Undang-undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek




Perniagaan yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No. 19 Tahun
1992 kemudian diubah kembali menjadi Undang—undang No. 14 tahun 1997
dan terakhir diubah menjadi Undang—undang No. 15 Tahun 2001 tentang
Merek.

- Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer
berupa hasil penelitian dan sebagainya, misalnya rancangan undang-undang,
hasil karya dari kalangan hukum, atau hasil-hasil penelitian, dan lain-lain.

- Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup, bahan-bahan
hukum yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap
bahan hukum sekunder, yaitu berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Koran, dan Ensiklopedia.

2) Data Primer
Data otentik atau data langsung dari tangan pertama tentang niasalah yang
diungkapkan yang digunakan untuk menunjang dan melengkapi materi
penelitian, data ini juga disebut sebagai data yang asli."'

3. Tehnik Pengumpulan Data
1) Penelitian kepustakaan (library research) dilakukan untuk memperoleh data

sekunder yang berhubungan masalah yang diteliti. Dengan cara mengkaji atau

"' H. Hadari Nawawi. Metode Penelitian Bidang

Sosial. Gajah iversi
Yogyd R0 b (7. jah Mada University Press.
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menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan
permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

2) Penelitian lapangan (field research) dilakukan untuk mendapatkan data primer
dengan cara mengumpulkan data atau keterangan yang diperlukan agar
diperoleh data yang lebih akurat.

4. Tehnik Pengambilan Sampel
Tehnik pengambilan sample dalam penulisan skripsi ini menggunakan tehnik
Purposive Sampling yaitu “teknik sample yang mempunyai satu tujuan atau

dilakukan dengan sengaja”"’

yang didasarkan atas suatu pertimbangan dan tujuan
tertentu dengan alasan, responden adalah orang yang memahami dan memiliki
wawasan dalam bidang tersebut antara lain Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang khusus menangani masalah HAKI.
5. Analisa Data

Data yang terkumpul akan dikelompokkan menurut janisnya dan kemudian
dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan
hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan merek

serta upaya penanggulangannya.

** Mardalis. Metode Penelitian. Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara 1993
Hlm. 58 ) :
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